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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara

dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan,dengan mempraktekkan prinsip-prinsip

good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan

issue yang paling mengemuka daiam pengelolaan administrasi public. Tuntutan

gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya

tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola

lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat

yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan

sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

perubahan yang terarah pada tenwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan

transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan

menyusun Rencana Strategik ( Strategic plan), Rencana Kinerja (Performance Plan)

serta laporan pertanggung jawaban kinerja (Performance Accountability Report)

organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan

akuntabilitas kinerja.



Rencana Kinerja ini merupakan suatu dokumen yang mempakan bagian tak

terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan TImur

yang merupakan uralan lebih mendetall dari rencana-rencana strategis, penetapan

kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai langkah awal untuk

melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan,

sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan

tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab

tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya

(performance result) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan

kinerja dimasa datang.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai

proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang

melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan

telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam
t

proses penyusunan R-APBD Tahun 2021.

2.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah Pancasila, dan UUD 1945,

selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan

yang berlaku seperti ;



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia No. 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia No. 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendaiian dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendaiian Intemal Pemerintah (SPIP);

10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaiuasi

Laporan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaiian dan

Evaiuasi Rencana Pembangunan Daerah.

13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendaiian dan Evaiuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaiuasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005-2025.



15. Peraturan Gubernur Kalimantan TImur Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020.

16. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah

Provinsi Kaltim.

17. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur; (sudah direvisi)

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur;

20. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

21. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16

Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

22. Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor

050/3973/B.BPEPD.Bapp/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021.



2.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Pemyusunan Perubahan Rencana Keija Tahun 2021 ini telah

memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah

mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

a. Kemampuan keuangan daerah.

b. Kebutuhan daerah.

c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.

d. Jenis dan banyaknya tugas

e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis

f. Jumlah dan kepadatan penduduk

g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.

h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.

i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan

bahwa maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini antara

lain adalah:

(1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

(2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang



melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

(3) Memperhatikan dinamika isu strategis pendemi COVID-19, maka

perumusan perubahan sebagaimana dimaksud diutamakan untuk

penanganan pendemi COVID-19 bempa pemberian bantuan sosial

kepada masyarakat yang mengalami dampak tersebut.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Ketja Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

(1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci,

terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai

dengan tahun 2023.

(2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program

pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD

Provinsi Kalimantan Timur.

(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan

sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota,

antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta

antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan

dalam pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.

(4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinetja dan mengevaluasi kinerja

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(5) Menciptakan ikiim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna

mewujudkan Good Governance.
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(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas

Internal dan Eksternal.

(7) Sebagai bahan penyempumaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

1.4. Sistematikan Penulisan

Dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini diawali

dari:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra PD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.
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3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis

dan berkesinambungan untuk meniiai keberhasiian dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses

in! dimaksudkan untuk meniiai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasiian dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana stratejik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 evaluasi terhadap pencapaian

setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut

tentang hal-hal yang mendukung keberhasiian dan kegagalan pelaksanaan suatu

kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang

akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun
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realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit

organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihaslikan oleh

suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara:

> Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

> Kineija nyata dengan kinetja tahun-tahun sebelumnya.

> Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

> Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar

internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana

Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang

telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target

yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat

diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja

sebagai bahan konstribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan
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kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya iaiah

memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya Indlkator output

saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar

pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat

diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oieh Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 yang pengesahannya

dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 24 Tahun 2019 tanggal

30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan

Timur Nomor: 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai

Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar Zlfil % sebagiaman

tabel berikut:

Tabel 11

Pengukuran Capaian Kineija Inspektorat Prov. Kaitim Tahun 2020

No.
Sasaran

Strategis
Indikator Sasaran Satuan

Target
Tahunan

Triwulan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan
Pengendalian
Internal

Pemerintah

Daerah

Opini Atas LKPD

Pemprov kaitim
Opini wrp

Triwulan 1 - - -

Triwulan II WTP WTP 100

Triwulan III - - -

Triwulan IV - - -

Jumlah Perangkat
Daerah Yang

Berkinetja Balk
PD 2

Triwulan 1 - - -

Triwulan II
- - -

Triwulan III 2 0 0

Triwulan IV - - -

Persentase Capaian
Pogram dan Kegiatan

92
Triwulan 1 - - -

Triwulan II - -
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Triwulan III

TriwulanlV 92 96.38 104.72

Perangkat Daerah

Tnwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Level Matuntas SPIP

Pemda Kaltlm
Leve

Triwulan 1

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Jumlah Perangkat

Daerah Hasil

Evaiuasi SAKIP

Katagori > B

Tnwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Persentase Tingkat

Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP 101,25

Tnwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Persentase

Pelanggaran Disiplin

yang ditindaklanjuti/

ditangani

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Jumlah Pemda Kab/

Kota yang mendapat

predikat" Sangat

Tinggi" dalam

Evaiuasi KPPD
Meningkatkan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pemerintah

Kabupaten/

Kota
Jumlah Pemda

Kab/Kota yang

evaiuasi SAKIP

Katagori B

Tnwulan IV

Meningkatkan

Pencegahan

Korupsi, Kolusi

Persentase Triwulan 1

Penanganan 1 Triwulan II

Pengaduan % 100 Triwulan III

Masyarakat Yang Triwulan IV

Ditangani
1

Persentase Tingkat Triwulan 1

Kepatuhan
% 65

Triwulan II

Penyampaian LHKPN Triwulan III

dan LHKASN Triwulan IV

Jumlah Pelaporan

Gratifikasi

100 100

85 I 130.77

Triwulan I

Triwulan 11



Tnwulan Ml

Triwulan IV

Tnwulan I

Triwulan II

Tnwulan III

Triwulan IV

Hasil Survey

Penilaian Integritas

Pemda

Perangkat Daerah Triwulan 1

yang ditetapkan Triwulan II

sebagai Pilot Project PD 1 Triwulan III

Zl Menuju WBK/

WBBM

1
1 Triwulan IV

Meningkatkan

Integritas,

KompetensI

dan

Profesionalis

me APIP

NIlai Reformasi

BIrokrasi Perangkat

Daerah

Tenaga Fungsional

Pengawasan Yang

Bersertifikat

Level Kapabilitas

APIP Inspektorat

Triwulan I

Triwulan 11

Triwulan III

Triwulan IV 36,30

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan 111

Triwulan IV

Berdasarkan Penetapan Kineija yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dengan

17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah

ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM,

maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17

indikator telah dicapai sebesar Hlfil %. Pencapaian pengukuran kinerja ini

dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:



Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.
Indlkator Klnerja Satuan Target Realisasi

%

Capaian

1. Opini atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Opini WTP WTP 100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dari

target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, ha! ini

menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Priovinsi

Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian

ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah

Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,

operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intem dan Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP

ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-

kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan

penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui

Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan

tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi

terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak

Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan

mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan

yang disesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan meningkatnya

penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta
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melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provlnsl Kalimantan Timur dalam

ha! penataan keuangan daerah.

No.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

%

Capaian

2. Jumlah Perangkat Daerah
Yang Berklnerja Balk

PD 2 0 0

Jumlah Perangkat Daerah yang berklnerja Balk pada tahun 2020 ditergetkan

sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapal sebanyak 0 (no!) perangkat daerah

dengan capalan 0%. Pencapaian in! berdasarkan hasll Audit Kinerja yang

diiaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 3

perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu Dinas Perhubungan Prov. Kaltim,

Bappeda Prov. Kaltim dan RSJD Atma Husada Mahakam. Audit Kinerja Pada

Perangkat Daerah ini diiaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit

Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi

: Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah

(skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan

pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah " Sedang" (skor 60-69).

Dari hasil audit kinerja yang diiaksanakan terhadap 3 perangkat daerah tersebut

rata-rata capalan kinerja dalam katagori Sedang dengan skor 60-69, hal ini

disebabkan antara lain direkomendasikan agar ; a. Merumuskan pendelegasian

wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabiltas dan pengendalian; b.

Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan

data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas

pelaksanaan keglatan agar diiaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan
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kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk

meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang balk

salah satunya adaiah pedoman yang dibuat kemungkinan terialu tinggi sehingga

sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini dperiukan adanya revisi

atas pedoman tersebut.

No.
Indikator Kinerja Satuan Target ReaiisasI

%

Capaian

3. Persentase Capaian

Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah

% 92 96,38 104,72

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada

tahun 2020 ditergetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan

capaian sebesar 104,72%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan

kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan

Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar

96,38% dari target yang ditetapkan sebesar 92,00%, hal ini menunjukkan bahwa

adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk

menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi

TEPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga

dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA, serta pada tahun

anggaran 2020 ini semua Perangkat Daerah mengalami pemotongan anggaran /

refocosing sebesar 50% karena adanya pendemi Covid-19. Hasil capaian ini

didasarkan atas Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian dari capaian

tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada

beberapa program dan kegiatan yang capaian belum maksimal sebagaimana yang
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telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain belum diiaksanakan secara

maksimal atas penyerapan anggagaran dan maslh terdapat sisa anggaran pada

setiap program dan keglatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan keglatan

yang banyak diiaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM,

sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiaiatan dalam rangka

mendukung penetapan kineija yang telah ditetapkan.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Reaiisasi

%

Capaian

4. Level Maturitas SPIP

Pemda Kaltim

Level 3 3 100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai

dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan

adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu

pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3),

Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilan nilai

sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka kerakteristik

penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi

Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan

berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan

otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemehana pengendalian tidak

segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP diiaksanakan terhadap

perangkat daerah sampel sebanyak 16 Perangkat Daerah, yaitu 9 Biro dan 7

Perangkat Daerah.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi

atas Maturitas SPIP antara lain :
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1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1).

Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi

peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan

pejabat serta Stmktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada

Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan basil pelaksanaan pendelegaslan

wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen,

evaluasi kinetja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja

yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data

antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan

pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9)

Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui

sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan

tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.

4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan

Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari basil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.

2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan

yang terintegrasi.

3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam

Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.

4. Mengembangankan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.
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Pada tahun 2020 sudah diiaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP

terhadap 16 PD tersebut. Pada tahun 2021 penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP in!

disesual dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai

dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan

Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan.

No.
Indikator Kinerja Satuan Target Reaiisasi

%

Capaian

5. Jumlah Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP

Katagori > B

PD 29 29 100

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori > B pada tahun 2020

ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat

dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang yang telah ditetapkan,

yaitu dari 29 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi diiaksanakan

terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori

BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori

CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah

pada tahun 2020 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 66,32

dengan katagori B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima)

indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi

evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuiti hasil evaluasi

tersebut telah dilakukan berbagai upaya^upaya perbaikan terhadap Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu,

diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi - rekomendasi

dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat
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penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah

dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas

kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun

berikutnya.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian
6. Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

% 80 81 101,25

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari

target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, ha! ini

menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan melampaui target yang

ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini

didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan

tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh

Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan

yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan

adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian

tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah

menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas

terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-

upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut
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hasil pemeriksaan dan rekonsilsiasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan

tersebut, pada tahun - tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan/pemeriksaan terus menlngkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan

yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak

lanjutnya.

No.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

%

Capaian
7. Persentase Pelanggaran

Disiplin Yang Ditindaklanjuti

/ Ditangani

% 85 65 76,47

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari

target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan

terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8

pengaduan masyarakat terkait dispilin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan

penjatuhan disiplin ASN baru mencapai 65%. Hal ini menujukkan bahwa capaian

tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi

terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas

status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut

atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan

BKD Provinsi Kalimantan Timur yang membuat surat ketetapan atas status hukuman

yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal lain ini menunjukan

bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara

meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang

berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat

memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap

Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran

disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan
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meningkatkan pengendallan internal oleh Atasan Langsung, menlngkatkan

kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka

pembentukan kerakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat

terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerlntah

No.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

%

Capaian
1. Jumlah Pemda Kab/Kota

yang mendapat predikat

"Sangat Tinggi" dalam

Evaluasi KPPD

Kab/Kota 6 6 100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi "

dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan

capaian sebesar 100%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai

target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota

dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota

Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten

Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota

yang mendapat nilai/predikat" Sangat Tinggi", yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang,

Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan

Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat

nilai/predikat "Tinggi" yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten

Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga

dipergaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan

capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh
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Pemerintah Kab/Kota dan adanya pembahan - perubahan yang terjadi pada

template peniiaian/evaiuasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam

rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya - upaya yang sudah

dllakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan

Kementerian Dalam Negeri dan Tim Naslonal Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

2. Jumlah Pemda Kab/Kota

yang hasil Evaluasi SAKIP

Katagori B

Kab/Kota 6 6 100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari

target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%.

Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang

dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB yang dikarenakan adanya pendemi Covid-

19 pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting/ virtual. Terhadap

capaian ini, diharapkan pada tahun -tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi

dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam

hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan

pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah

ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi rekomendasi dari hasil evaluasi,

sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas

kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.
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Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No. Indikator Kineija Satuan Target Realisasi %

1. Persentase Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Yang Ditangani

% 100 100 100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari

target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini

menujukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan, dimana dari semua 17 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh

inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan

pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat

tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya

dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu

Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan

masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari

kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

2. Persentase Tingkat

Kepatuhan Pemyampaian

LHKPN % 65 97,84 136,13

LHKASN % 65 75,89 113,23

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari

target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84%

dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan
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capaian 113,23%. Pencapaian ini berdasarkan has! evaluasi dan monitoring yang

dilakukan oieh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah

yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742

orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang

belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib

LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagimana yang telah ditetapkan, yang sudah

lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam

rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah

dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah

pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada

Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

3. Jumlah Pelaporan

Gratifikasi

Laporan 20 4 20,00

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4

laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini

menujukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah, hal ini sebabkan kurangnya

kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga

kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi

ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017,

tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grattifikasi di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur, dan pembentukan Unit

Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
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Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait peiaporan

gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang

berkedudukan dl inspektorat Daerah Provlnsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga

diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian

gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu ; RSJD Atma

Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

4. Hasil Survey Penilaian

Integritas Pemda

Nilai 70 66,76 95,38

Pada tahun 2020 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan,

hal ini terkait masalah pendemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS

Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 70

dengan capaian 66,76 ini mengacu pada capaian tahun 2019 dimana telah

dilakukan oleh KPK dan BPS yang hasilnya baru disampaikan di tahun 2020.

Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenamya sudah dilaksanakan oleh

Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara

Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor :

01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan

kegiatan sosialisasi, entery meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap

responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden intemal dan 60

responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden intemal dan

ekstemal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS,

sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus

yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain
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Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesahatan, Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemillhan eksper yang terdiri dari

ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan kepemerintahan dl wllayah yang

disampel, yaltu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman,

Penslunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, AsoslasI Pengusaha, KPK,

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negerl, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli,

Polda, Kejati dan Muspida. Dari basil survey ini menunjukkan bahwa angka yang

dicapai masih rendah sekitar skor/nilai 66,67 . Dalam upaya meningkatkan integritas

di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan basil SPI tersebut, KPK merekomendasikan

beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan

pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan

pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di

instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja

sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar

etika yang telab ditetapkan oleb institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup

area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai,

pengelolaan SDM bingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda

terdepan mencegab tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa

mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan wbistleblowing system

untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlidungan

terbadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem

merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya

termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung

pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk

mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi
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juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oieh institusi.

Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian

layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengeloiaan

anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana

korupsi dengan mengeloia potensi yang bisa mengakibatkan kejadlan tindak pidana.

No.
Indikator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

5. Perangkat Daerah yang

ditetapkan sebagai pilot

project Zl Menuju WBK/

WBBM

PD 1 1 100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Z! Menuju

WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dioapai 1 perangkat daerah,

dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2020 ini

telah diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project Zl menuju WBK pada RSUD

AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi temyata masih belum

memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah Zl

Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2021 RSUD AW. Syahrani dapat dusulkan

menjadi Zl menuju WBK dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain

melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil

rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.
Indikator KInerja Satuan Target Realisasi

%

Capaian

6. Nilai Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah

Nilai 36,30 24,36 67,11
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Pencapaian niiai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai

atau 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30

niiai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas

Perhubungan, Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan,

Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma

Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari

hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut

mencapai 24,46 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut;

Penilaian Bobot Nilai Rata-

Rata

Pengungkit 36,30 24,36

1. Pemenuhan 14,60 10,72

1. Manajemen Perubahan 2,00 1,35

2. Deregulasi Kebijakan 1,00 0,60

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 2,00 1,53

4. Penataan Tata Laksana 1,00 0.77

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 1,40 1,17

6. Penguatan Akuntabiltas 2,50 2,24

7. Penguatan Pengawasan 2,50 1,41

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi 2,50 1,65

2. Reform 21,.70 13,64

1. Reform 21,70 13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a)

membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c).

Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi

dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian

Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan

birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i).

Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k).
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Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SRI, dan Zl (I). Makiumat

standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan

masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan niiai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat

Daerah perlu dilakukan upaya - upaya diantaranya melakukan sosiallsasi / bimtek

RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan

perbalkan dan menindaklanjuti basil evaluasi dalam rangka mendukung

pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profeslonalisme dan

Profeslonal APIP

No.
Indlkator Kineija Satuan Target Realisasi

%

Capaian

1. Level Kapabilitas APIP

Inspektorat

Level 3 3 100

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai

pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin

Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Pen/vakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor

: LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil OA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut;

No Elemen Level

1. Reran dan Layanan 3
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2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 3

3. Praktik Profeslonal 3

4. Akuntabllltas dan Manajemen KInerja 3

5. Budaya dan Hubungan OrganlsasI 3

6. Struktur Tata Kelola 3

2. Berdasarkan hasil OA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian

dan perlu tindak lanjut yaitu :

a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP

mengimpelementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan

penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalul

Workshop/Blmtek /DIklat untuk mendukung keglatan pengawasan

khususnya dl bidang Audit KInerja, Kelvestlgaslan, PPBR, Pengelolaan

Risiko serta SertlflkasI ProfesI antara lain CRMP.

0. Memutakhlrkan peta audltan dan menggunakan risk register yang telah

disusun oleh Perangkat Daerah sebagal salah satu pertlmbangan dalam

menyusunan PPBR.

d. Menekankan substansi hasll pengawasan Management Oversight untuk

perbalkan kapasltas Intemal APIP serta ketaatan, kinerja dan Governance

Risk Control (GRC) Pemerintah Daerah.

e. Meningkatkan praktlk-praktik yang balk sebagalmana kapabilitas pada Level

3 dengan menglmplementaslkan key process area (KPA) secara balk dan

terus menerus {institutionalized) serta mulal memperslapkan dirl untuk

menuju level kapabilitas yang leblh tinggl.
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f. Meiakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara

kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari basil OA tersebut, diharapkan kepada Tim

Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana

kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya

melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan

kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih

tinggi lagi.

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

2 Tenaga Fungsional

Pengawasan Yang

Bersertifikat

Orang 55 46 83,64

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang

dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan

bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun

2020, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifat dilingkungan Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan

Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan

antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional

pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda

Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka

peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain

dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan ( Auditor dan P2UPD)

dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek,

Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan
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pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih

untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan

berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan

Kepegawalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai

yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan.

Realisasi Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 untuk menunjang

program dan kegiatan pengawasan serta kegiatan penunjang lainnya yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.

24.377.419.592,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

12.987.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.900.758.129,00 (83,92%) dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasi sebesar Rp.

10.973.554.586,00 (96,35%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran

masing -masing Program dan Kegiatan tahun 2020 setelah perubahan sebagai

berikut :

No. ProgFam / Kegiatan

Anggaran
Ket

Fislk
Target 1 Alokasi Realisasi

%

Capalan

1 2 3 4 5 6

1. Belanja Tidak Langsung 11.389.462.592,50 10.973.554.586 96,35 Fislk

100%

1. Program Penlngkatan
AdmlnlstrasI Perkantoran

1.745.268.872,50 1.655.914.278 94,88 Fislk

100%

a. Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

1.746.268.872,50 1.655.914.278 94,88 Fisik

100%

2. Program Penlngkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

1.771.772.300 1.732.363.335 97,78 Fislk

100%

a. Penyediaan Peralatan dan
Keiengkapan Sarana dan
Prasarana

1.547.072.300 1.536.009.575 99,28 Fisik

100%

b. Pemeliharaan Peralatan dan

Periengkapan Sarana dan
Prasarana

224.700.000 196.353.760 87,38 Fisik

100%

3. Program Penlngkatan
Kapasltas Kelembagaan
Pemerlntah Daerah

1.106.955.600 1.016.899.430 91,86 Fisik

100%

a. Koordlnasi dan KonsultasI 373.939.900 300.046.930 80,24 Fisik

100%
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Kelembagaan Pemerintah
Daerah

b. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

733.015.700 716.852.500 97,79 Fisik

100%

4. Program Penyusunan
Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

126.975.000 125.842.800 99,11 Fisik

100%

a. Penyusunan Laporan
Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan

126.975.000 125.842.800 99,11 Fisik

100%

5. Program Penfngkatan
KapabilitasAPIP

1.298.543.100 1.206.056.377 92,88 Fisik

100%

a. Pelatihan dl Kantor Sendiri 120.600.000 116.399.000 96,52 Fisik

100%

b. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Pengawasan

795.847.500 709.581.777 89,16 Fisik

100%

c. Peningkatan Level Kapabilitas
APIP

382.095.600 380.075.600 99,47 Fisik

100%

6. Program Penjamin Mutu
Laporan Keuangan

147.105.000 147.089.800 99,99 Fisik

100%

a. Reviu Atas Laporan Keuangan 147.105.000 147.089.800 99,99 Fisik

100%

7. Program Penguatan
Akuntabilitas KIneija

169.210.000 169.176.500 99,98 Fisik

100%

a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kineija Pemerintah Provinsi

169.210.000 169.176.500 99,98 Fisik

100%

8. Program Peningkatan Sistem

Pengendalian Internal

2.727.880.000 2.681.400.137 98,30 Fisik

100%

a. Pemeriksaan Operasional OPD 450.025.000 447.082.500 99,35 Fisik

100%

b. Pemeriksaan Kinerja OPD 164.125.000 154.577.500 94,18 Fisik

100%

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu

344.100.000 343.954.737 99,96 Fisik

100%

d. Reviu, Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan

1.435.605.000 1.433.755.400 99,87 Fisik

100%

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

249.850.000 221.115.000 88,50 Fisik

100%

f. Pemberian Advis dan

Konsultasi

40.500.000 37.820.000 93,38 Fisik

100%

g. Penilaian Mandiri Retbrmasi

Birokrasi

43.675.000 43.095.000 98,67 Fisik

100%

9. Program Pemblnaan dan
Pengawasan Pemerintah
Kab/Kota

1.146.648.620 1.144.656.650 99,81 Fisik

100%

a. Evaluasi EKPPD Kab/Kota 669.766.000 669.252.500 99,92 Fisik

100%

b. Evaluasi SAKIP Kab/Kota 320.710.000 319.685.650 99,68 Fisik

100%

c. Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemda
156.372.620 155.718.500 99,58 Fisik

100%

10. Program Pencegahan dan
Pemberantasan KKN

1.148.904.100 1.094.155.279 95,23 Fisik

100%
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a. Pemerlksaan Khusus/

Investigasi

237.945.000 236.322.831 99.32 Fisik

100%

b. Pembangunan Zona Integritas 89.685.000 52.030.900 58.02 Fisik

100%

c. Pencegahan Korupsi 34.700.000 34.653.500 99.87 Fisik

100%

d. Pengendalian GratifikasI 0 0 0 Refocu

sing

e. Pengendalian Whistle Blowing
System (WBS) dan Benturan
Kepentingan

0 0 0 Refocu

sing

f. Monev LHKPN dan LHKASN 49.324.100 49.324.100 100 Fistk

100%

g- Koordinasi Tim Pengawalan
dan Pengamanan Pemerintah

(TP4-D), APIP dan APH

211.500.000 211.184.900 99.85 Fisik

100%

h. Operasional SABERPUNGLI 525.750.000 510.639.048 97.13 Fisik

100%

1. Survei Penilaian Integritas 0 0 0 Refocu

sing

J- Pembangunan Budaya
Integritas

0 0 0 Refocu

sing

2.2. Analisis Kineija Pelayanan SKPD.

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyal indikator kinerja yang telah

ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK

sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Namum sampai dengan sampai saat in! belum ada kajlan terhadap

Standar Pelayanan Prima (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD. Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dapat dilihat

pada lampiran 2.
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2.3. Isu-lsu Renting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan

analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun

2019 - 2023, maka dapat disikapl beberapa Isu-lsu strategis dalam pelaksanaan

tugas-tugas dibldang pengawasan ha! ini berdasarkan evaluasi, analisis dan

prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-

hambatan/permasalahan dan solus! yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut ;

a. Belum optimalnya sistem pengendallan intemal pemerlntah (SPIP).

b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh

entitas/obrik.

c. Prioritas tahun 2019 - 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang

pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang

harus dicapai yaitu;

a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008.

b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian

tindak lanjut.

0. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi

dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan
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pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk

asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengeloiaan keuangan

dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan

kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor /

aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis

sesuai bidang tugas masing - masing dalam rangka memenuhi tenaga

pengawasan yang profesional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhfr Perubahan RKPD

Berdasarkan review terhadap perubahan rancangan Akhir Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Perubahan Rancangan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah

direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2019 - 2023 dan Rancangan

Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021. Namun dari hasil reviu yang

dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan

dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah

ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru

dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021

yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah

disesuai dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
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Tahun 2021 , hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang

daiam hai ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membiayai

program dan kegiatan yang telah ditetapkan daiam Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023.

Selanjutnya hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun

2021 dapat dilihat pada lampiran 3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas,

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang langsung dari

usulan masyarakat belum dapat diakomodir daiam Rencana Kerja

Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021,

namun secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan

oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung daiam rangka tugas

pengawasan yang dilaksanakan adalah telah terjadi penurunan kasus dan

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi daiam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, percepatan Pencegahan KKN, hal ini terjadi karena

dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Tim Reformasi Birokrasi serta

dibentuknya Unit-Unit penanganan Pengaduan Masyarakat, tromol pos /

kotak pos 7000 dan hal ini telah dirasakan manfaatnya daiam rangka

mewujudkan Good Govemance.
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Sedangkan usuian program dan kegiatan dari para pemangku

kepentingan tahun 2021 yang sesuai Renstra sebagaimana terlampir dan

dapat dilihat pada tabei 3 berikut:

Tabel 3

Usuian Program dan Kegiatan dart Para Pemangku Keputusan Tahun

2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No. Program /
Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catalan

1. Program
Pendampingan
dan Aslstensi

Pendampingan,
Asistensi,
Verifikasi dan

Penilaian

Refbrmasi

Birokrasi

Samarinda

dan

Balikpapan

Skor/ Nilai Hasil

Reformasi

Birokrasi

552.491.000,00

22 Perangkat Daerah

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaiuasi serta

Verifikasi

Pemda

Kab/Kota se

Kaltim dan

Luar Kaltim

Monev Aksi

Pencegahan
Korupsi

Rp. 135.440.000,00

4 Kegiatan

Pencegahan
dan

Pemberantasan

Korupsi

Jumlah Laporan
Gratifikasi

Rp. 134.500.000,00

25 Laporan

Evaiuasi WBS

dan Benturan

Kepentingan

Rp. 134.500.000,00

2 Laporan

Kegiatan
Operasional
Saberpungli

Rp. 1.171.000.000,00

4 Kegiatan

Hasil Survey
Penilaian

Integritas

Rp. 134.000.000,00

Hasil Survey 70
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BAB ill

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program

dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang

program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan

pengendalian intemal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan

Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

(SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi

Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal

tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah

Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan

pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK)

Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang Juga dilaksanakan oleh seluruh

Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainya seperti

Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi
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pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampal saat in! bam ada

1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaltu pada RSUD

Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2019 dan pada tahun

2021 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pliot Project Pembangunan Zona

Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani dan RSJD

Atma Husada Mahakam.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk

menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan

perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja yang ditetapkan oleh Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan

yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui

beberapa sasaran.

b. Sasaran:
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1. Meningkatkan Pengendaiian internal Pemerintahan Daerah.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/

Kota.

3. Meningkatkan Pencegahan KorupsI, Kolusi dan Nepotlsme (KKN).

4. Meningkatkan Integrltas, KompetensI dan Profeslonai APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemlllhan Program dan Kegiatan yang dllaksanakan sebagalmana yang

telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2021 Inl adalah merupakan

penjabaran darl visl dan misl Bapak Gubernur dan Wakll Gubernur perplllh

perlode 2019 s.d. 2023 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta

Rencana Strategis Inspektorat Daerah ProvlnsI Kalimantan TImur Tahun 2019

s.d. 2023. Program dan kegiatan adalah merupakan kumpulan kegiatan

nyata, sistematis dan terpadu yang dllaksanakan oleh satu atau beberapa

InstansI pemerlntah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapal tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapal sebagalmana yang dllnglnkan,

maka berdasarkan kebljakan yang telah ditetapkan, ppada tahun 2021 telah

dtetapkan program sebanyak 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub

Kegiatan sebagalmana yang telah disesual dengan Permendagri 90 Tahun

2019 dan telah ditetapkan dalam Revlsl Rencana Strategis Inspektorat

Daerah ProvlnsI Kalimantan TImur Tahun 2019 - 2023, yaltu :
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a. Program:

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur pada Tahun 2021, diimana Inspektorat sebagai Unsur

Pengawasan Urusan Pemerlntahan telah ditetapkan sebanyak 3

Program, balk program penunjang dan program priorltas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerlntahan Daerah Provinsi

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 sesuai dengan program

penunjang dan prioritas adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerlntahan Daerah Provinsi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan ;

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinetja Perangkat

Daerah.

a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Raelisasi Kinerja.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

0. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

0.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya.
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C.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

f. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

f.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Miiik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya.

Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan ;

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

a.2. Reviu Laporan Keuangan
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a.3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

a.4. Monitoring dan EvaiuasI TIndak Lanjut Hasll Pemeriksaan

BPK-RI dan TIndak Lanjut Hasll Pemeriksaan API P.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

b.1. Penanganan Penyelesalan Keruglan Negara/Daerah

b.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebljakan, Pendamplngan dan Aslstensl.

Keglatan dan Sub Keglatan :

a. Pendamplngan dan Aslstensl

a.1. Pendamplngan, Aslstensl, VerlflkasI dan Penllalan

ReformasI BIrokrasI

a.2. KoordlnasI, Monitoring dan EvaiuasI serta VerlfikasI

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsl.

Sesual dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, lokasi pelaksanaan

dan penyebaran program, keglatan dan sub keglatan yang telah ditetapkan tersebut

terfokus pada ProvlnsI, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah ProvlnsI Kalimantan

TImur.

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prirotas dan penunjang

tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber darl APBD Pemerintah

ProvlnsI Kalimantan TImur Tahun 2021 semula sebesar Rp. 39.146.734.000,00. dan

setelah perubahan menjadi sebesar Rp.36.061.734.000,00 dl alokaslkan untuk

belanja:

- Belanja Keglatan Pengawasan ; Rp. 10.579.260.500,00

- Belanja Penlngkatan Kapasltas SDM dan Kapabllltas APIP ; Rp. 3.202.041.600,00
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- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 17.175.860.000,00

- Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: Rp. 1.982.962.100,00

- Belanja Penunjang dan Pemellharaan Lainnya : Rp. 3.121.609.800,00

Sedangkan pagu untuk masing-masing program, keglatan dan sub keglatan

setelah dilakukan perubahan atas RENJA Inspektorat Daerah ProvlnsI Kalimantan

Timur Tahun 2021 yang tekah disesuai dengan Penetapan Rancangan Akhir

Perubahan RKPD Tahun 2021, adalah sebagal berikut:

No. Program / Kegiatan / Sub Keglatan Satuan Target Pagu Xndlkatif

1. Program Penunjang Urusan
Pemerlntahan Daerahn ProvlnsI

Persentase 95<yo 25.482.472.880,00

a. Perencanaan, Penganggaran,
dan Evatuasi Kinerja Perangkat
Daerah

Dokumen 12 363.753.770,00

a.l Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtlsar ReallsasI Kineria SKPD

Laporan 9 363.753.770,00

b. Adm/nlstrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Laporan 26 17.702.040.470,00

b.l Penyedlaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Bulan 12 17.175.860.000,00

b.2 Penyedlaan AdminlstrasI
Pelaksanaan Tugas ASN

Bulan 12 606.751.900,00

c. AdministrasI Kepegawaian
Perangkat Daerah

Orang 122 3.367.431.600,00

C.1 Pengadaan Pakalan DInas Beserta
Atiibut Kelengkapannya

Stel 216 165.390.000,00

C.2 Pendldlkan dan Peiatlhan Pegawal
Berdasarkan Tugas dan Fungs!

Keglatan 16 3.202.041.600,00

d. Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Laporan 12 3.121.572.040,00

d.l Penyedlaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Unit 38 1.902.962.100,00

d.2 Penyedlaan Bahan Loglstik Kantor Bulan 12 203.864.500,00
d.3 Penyedlaan Bahan Cetakan dan

Penggandaan

Dokumen 12 112.495.440,00

d.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Dan KonsultasI SKPD

Keglatan 28 822.250.000,00

e. Penyedlaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerlntahan Daerah

Laporan 12 647.713.570,00

e.l Penyedlaan Jasa Surat Menyurat Bulan 12 40.000.000.00
e.2 Penyedlaan Jasa KomunlkasI,

Sumber Daya Air dan LIstrIk
Bulan 12 104.214.360,00

e.3 Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Bulan 12 503.499.210,00

f. Pemellharaan Barang Mlllk
Daerah Penunjang Urusan

Unit 30 224.679.740,00
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Pemerintahan Daerah

f.l Penyediaan Jasa Pemeliharan,
Biaya Pemeiiharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas

Operasionai atau Lapangan

Unit 18 147.190.000,00

f.2 Pemeiiharaan Peraiatan dan Mesin

Lainnya

unit 20 34.200.000,00

f.3 Pemeiiharaan / Rehabiltasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Buian 12 18.000.000,00

2. Prog
Peng

ram Penyelenggaraan
awasan

Person 85<Vb 8.297.780.800,00

a. Penyelenggaraan Pengawasan
Internal

Laporan 69 4.021.578.000,00

a.l Pengawasan Kinerja Pemerintah
Daerah

Laporan 8 214.684.000,00

a.2 Reviu Laporan Keuangan Laporan 20 644.845.400,00

a.3 Pengawasan Umum dan Teknis
Kabupaten/Kota

Laporan 16 1.130.602.440,00

a.4 Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Laporan 5 684.564.400,00

b. Penyelenggaraan Pengawasan
Dengan Tujuan Tertentu

Laporan 80 5.623.084.560,00

b.l Penanganan Penyeiesaian
Kerugian Negara/Daerah

Laporan 4 202.400.000,00

b.2 Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

Laporan 280 5.420.684.560,00

3. Prog
Pend

ram Perumusan Kebijakan,
ampingan dan Asistensi

Person 85 2.281.480.320,00

a. Pendamplngan dan Asistensi Laporan 39 2.281.480.320,00

a.l Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian Reformasi

Birokrasi

Laporan 8 453.487.000,00

a.2. Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

Laporan 32 1.827.993.320,00

TOTAL 36.061.734.000,00

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 adalah sebagaimana

terlampir pada lampiran 4.

Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah

dibuat, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan program, kegiatan dan sub

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat meningkat seiring dengan tugas pokok
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dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan TImur yang semakin berat guna

mewujudkan vis! dan misi serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi

Kalimantan Timur yang lebih baik dalam rangka good goverment dan good good

governance.
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BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Perubahan/Revisi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memuat pelaksanaan Program

dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada

tahun 2021 yang disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021.

DIharapkan Perubahan/Revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah

disusun dapat diimplementasikan pelaksanaannya pada tahun 2021 dan dipergunakan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapatan program dan kegiatan yang sesuai

dengan pendanaan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja yang telah ditetapkan

dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023,

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 dan dalam RPJMD Kalimantan Timur

2019 - 2023 serta diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 3 Agustus 2021

Inspel

■  IRFAN PRANANTA. SE.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

50



LAMPIRAN - LAMPIRAN



AGENDA KERJA OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN

PERUBAHAN/REVISI RENJA OPD TAHUN 2021

PADA INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM

No. Uraian Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Keterangan
26Juli2021

28 s.d. SOJuli

2021

1 2 3 4 5R

1. Rapat Persiapan Penyusunan

Perubahan Renja SKPD

2. Evaluasi Renja Tahun Lalu

3. Penetapan Kinerja Tahun 2021

4. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

5. Reviu Terhadap Rancangan Akhir

Perubahan RKPD

6. Usulan Program dan Kegiatan

sesuai Perubahan RKPD

7. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Perubahan RENJA SKPD

8. Penyusunan Perubahan Renja

SKPD sesuai Perubahan RKPD

yang telah diinput dalam Aplikasi

SIPPD

9. Penyampaian Perubahan

Rencana Kerja Tahun 2021 ke

Bappeda Kaltim

Samarinda, 3Agustus2021

an Prananta, SE. MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 005



BERITA ACARA VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2021

TERHADAP PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021

Pada hari ini tanggal bulan Juli 2021, telah dilaksanakan verifikasi
Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 oleh Bidang

Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut:

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

No. Uraian

Hasil Verifkasi

Kesesuaian Faktor

penyebab

ketidaksesuai

an

Tindak Lanjut

Penyempurna

an

Sesuai Tidak

Sesuai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembentukan Tim penyusunan

Perubahan Renja OPD Provinsi dan

Agenda Kerja OPD Provinsi Tahun
2021

2. Kesesuaian Sistematika penyajian

Perubahan Renja OPD 2021 dengan
Permendagri Nomor 86 tahun 2017

3. Analisis gambaran tupoksi OPD

4. Kesesuaian program/kegiatan,
indikator dan target kinerja terhadap

tupoksi OPD

5. Kesesuaian program/kegiatan pada

Renstra tahun 2021 dengan
Perubahan Renja Tahun 2021

6. Kesesuaian program/kegiatan,

indikator kinerja, target dan pagu

dana Perubahan Renja OPD Tahun
2021 terhadap Perubahan RKPD

Tahun 2021

7. Kesesuaian program dan kegiatan
yang diinput dalam SIPD tahunan.

Inspekur

Dr. H. M. Irfan Prananta. SB. MM

NIP. 19740818 199703 1 006

Samatinda, 3 Agustus 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan
Pemerintahan Bappeda Prov. Kaltim,

Drs. H. Harivo Santoso

NIP. 19630710 198811 1 005



AGENDA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 terdapat 3 program dengan 9 kegiatan

dan 23 Sub Kegiatan yang sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan

Penyelengaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rancangan

Awal Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat program dan kegiatan yang

nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2021 yang akan di

sesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2021 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

melaksanakan 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang

dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2021 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan

Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(1 Sub Kegiatan)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan)

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan )

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah (4 Sub Kegiatan)

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( 3 Sub

Kegiatan)



f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah (3 Sub Kegiatan)

Peiaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada

Bulan Januari s.d. Desember 2021.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (4 Sub Kegiatan)

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ( 2 Sub

Kegiatan)

Peiaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada

Bulan Januari s.d. Desember 2021.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan

Kegiatan:

a. Pendampingan dan Asistensi (2 Sub Kegiatan )

Peiaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada

Bulan Januari s.d. Desember 2021.

Agenda keija yang telah dibuat tersebut diatas didasarkan atas program

dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan rencana ketja tahun 2021.

Demikian agenda keija Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini

dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA

Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran

2021.



ANALISIS 6AMBARAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerlntah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur

Nomor 34 Tahun 2020, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten

/ Kota dan dalam rangka akuntabiltas dan objektifitas hasil pengawasan, maka

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan

pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang

merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

menyelenggarakan fungsi:



a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. Peiaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubemur dan/atau

Menteri;

d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

e. Peiaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan peiaksanaan program Reformasi Birokrasi;

g. Peiaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

i. Peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten / Kota se

Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan

ekstemal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Ten/vujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.

3. Meningkatnya Kapabilitas API P.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan

sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap peiaksanaan tugas

pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-



permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada

inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Belum optlmalnya pelaksanaan SIstem Pengendalian Intern Pemerintah

berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

2. Belum optlmalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang

dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.

4. Masih terbatasnya SDM yang profesional, khususnya di bidang

pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.

5. Perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

menjadi PP 72 tahun 2019.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGS!.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam

Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 34 Tahun 2020, yaitu Inspektorat

Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah,

maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat

daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;



c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubemur dan/atau

Menteri;

d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

g. Pelaksanaan adminlstrasi Inspektorat Daerah;

h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

1. Pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh Gubemur yang berkaitan

dengan tugas dan fungslnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai

berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan;

1. Subbagian Perencanaan Program.

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum

0. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor, Auditor Kepegawaian dan
P2UPD).



Untuk lebih jeiasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dapat dlllhat pada bagan berikut in!:

Sekretariat

Sub

Bagian

Keuangan

Sub Bagian

Umum

Inspektur

Sub Bagian

Perenc.

Program

Irban Bidang

Khusus

Irban Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

Irban Bidang

Pemerintahan

dan Aparatur

Irban Bidang

Perekonomian

Jafung Yang

Melaksanakan

Pungsi

Pengawasan

Jafung Yang

Melaksanakan

Fungsi

Pengawasan

Jafung Yang

Melaksanakan

Fungsi

Pengawasan

Jafung Yang

Melaksanakan

Fungsi

Pengawasan

F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah

sangat tergantung pada sumber daya manusia teruatama Aparatur Sipil

Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern

yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil

Negera yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi

Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan



merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan

etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan

pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk

tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan hams meiaksanakan

tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta berslh dan bebas

darl korupsi, kolusi dan nepotlsme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan

yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republlk Indonesia

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan

harus terns ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan

zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik

serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu

menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa

yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan,

sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berjumlah



pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 106 orang yang

terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 29 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 106 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat

fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga

Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan.

Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang

berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan

Jenis

Kelamin
Golongan Penddikan

Laki-

Laki
PR IV III II 1

Pasca

Sarjana
Saijana Dipl SLTA SLTP SD

Inspektur 1 - 1 - - - - 1 - - - -

Sekretaris - 1 1 - - - 1 - - - - -

Irbanbidwas 4 - 4 - - - 2 2 - - - -

Kasubbag 1 2 1 2 - - 1 2 - - - -

Fungsional

Tertentu
22 12 6 28 - - 5 29 - - - -

Fungsional

Umum
22 12 1 26 6 1 2 21 2 7 1 -

Jumlah PNS 50 27 14 56 6 1 11 56 2 7 1 -

Jumlah

Honor/PTT
14 15 - •  - - - 1 17 2 9 - -

Jumlah PNS

dan PTT
64 42 14 56 6 1 12 73 4 16 1 -
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REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2020

mSTANSI: INSPE?CrORATDAERAH PROVMSIKAUMANTAN TmiUH

No.
Umsan/Bldang Unmn Penwrintahan Daerali dan Proflrem

Kegiatan
Indlkator Kineija Program (Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target Capalan
Kineija Renstra

RealisasI target kIneija
liasll program dan

keluaran kegiatan s/d
tahun 2018

Target dan ReaUsasl Klnerja Program dan
keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019

Target
Prog ram/Keg latan

Rtnja SKPD Tahun

Pcrklraan Reallsai

Prog/Keglatan Ransi
BerlelanlTi

il Capalan Target
ira SKPD s/d Tahun

ihun2D20) Catalan

SKPD Tahun 2018
Target RaallsasI

Tingkat

Roal)sasl(%)
Beijalan (Tahun 2020) Reallsasl Capalan Tingkat Capalan (%)

1 2 3 4 6 e 7 8 0 10 11 12

A.

Unisan Pilhan

Prognun Palayanan Admlnlatiul Perkantoian
1 Pelaksanaan Adminisbasi Pedtantoran

Terselenggaranya Pelayanan Admlnlstiasi Peikantoran
Jumlal) admlnlstiasi perkentoran yang dllaksanaken SObulan 100% 12bul3n 12 bulan 100% 12 bulan 100% 12 bulan

B. Prognun Ponlngkatan Saiana dan Praaarana Apaiatur

1 Penyediaan PeraJatan dan Kaiengkapan Sarena dan Piasaiana
2 Pamalihaisan Peralatan dan Kelengkapan Serana dan Ptasarana

Meninglcatnya sarane dan prasarena aparatur

Jumlali peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan kantor Oedung Kantor yang tersedia

0%

10 unit

0%

100%

0

10 unit

0

10 unit

0%

100% 10 Unit 100% 10 Unit

C. Program Ponlngkatan Kapasltas KelsmtMgaan Pemda
1 Koordinas) dan KonsuBasio Kelembagaan Pemda

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Days Aparatur

Meningkatnya kapacitas kelembagaan Pemda
Jumlal) kor^nasl dan konsultasi kelemtragaan yang
dilaksanakan

Jumlsh kegiatanm penbigkatan kapasltas Sumber Daya
Aparatur

160 Kegiatan

IS Kegiatan

100%

100%

38 Kegiatan

3 Kegiatan

36 Kegiatan

3 Kegiatan

100%

100%

SOKeglstan

73 orang

91.87%

72.81%

55 Kegiatan

53 orang

D. Program Penyusunan IMaifflon Poraneanaan, Pengondallan
dan Evaluaai Panyelenggaiaan Pemeitntahan
1 Penyusunan Laporan Pengendalian dan EvaluasI Pelaksanaan

Kegiatan

Tersusunnya dokumen perencanaan. pengendalian dan
EvaluasI

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang dibual

35 Laporan 100% TLaporan TLaporan 100% 9 Dokumen 100% 9 0(ricumen

E. Program Ponlngkatan Profaslonallamo Tenaga Pomertkaa dan
Aparatur Pengawasan
1 Patatlhan Pengembangan Tenaga Pemeitksa dan Aparatur

Pengawasan.

Meningkatnya proreslonalisme tenaga pemeilksa dan
aparatur pengawasan
Jumlah pelatlhan pengembangan tenaga pemerlksa dan
aparatur pengawasan yang dilaksanakan

40 Kegiatan 100% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan

F. Program Pengomlrangan Zona Intogittaa
1 Penerapen Zona Intergdtas pada 8XPO

Teitinaannya Zona Integrttas pada OPO
Jumlah SKPD yang akan menerapkan Zl memju WBX/
W8BM

5SKP0 100% 2 SKPD 1 SKPD 50% 1 OPD 100% 1 OPD

0. Program Poncagahan dan Pomlwrantaaan KKN
1 Penanganan Pengaduan Masyarakat
2 Pemetlksaan Oengan Tujuan Teitantu

3 Pencegaltan dan Pemtierantasan KKN

Terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan KKN
Jumlah pengaduan yang ditangani
Jumlsh pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang
^laksanakan

Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN
yang dilaksanakan

lOOKasus

SO Laporan

20 Kegiatan

100%

100%

100%

20Kasus

SLaporan

4 Kegiatan

20ka3us

SLaporan

4 Kegiatan

100%

100%

100%

20Kasus

8 Kegiatan

85%

83.33%

ITKasus

5 Kegiatan

H. Program Peitiamin Mutu Laporan Keuangan
1 Reviua Atas laporan Keuangan

Tei)amlnnya Laporan Keuangan sesual SAP
Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang di
reviu

Jumlah SKPD yang dipeilksa kineijanya
Jumlah kegiatan fislk pada SKPD yang dipeilksa

45 Laporan 100% 13 Laporan 13 Laporan 100% 13 Laporan 100% 13 Laporan

2 Pemerlksaan Klnar}a SKPO
3 Pemeriksaan Seientak/Pemertksaaan Hasll Pengadaan BJ

48 SKPD

39 SKPD

100%

100%

33 SKPD

22 SKPD

33 SKPD

22 SKPD

100%

100%

46 Laporan 80,44% 37 Laporan

1. Program Penguatan Akuntalrilitas Kinetla
1 EvaluasI Ststam Akuntatiilltas Klnerja Pemeilntah Provlnsi

2 EvaluasI Ststam Akuntabflitas KInetJa Pemda KatVKota

Meningkatnya akuntabllltas Klneita Pemprov

Jumlah Laporan KIneiJa Pemprov dan SKPD yang
dievaluasi

Jumlah Laporan KIneiJa Pemda KablKola yang dievaluasi

46 Laporan

4K8brK0ta

100%

100%

48 Laporan

4K8biXota

46 Laporan

0

100%

0%

48 Laporan

lOKatyKota

100%

100%

48 Laporan

lOKabACota

J. Program Ponlngkatan Penyoletaian Tindak Lanjut Hasll

Pongawasan
1 EvaluasI Berkala Temuan Basil Pengawasan

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasll

Pengawasan
Peraentase penyelesaian tindak lartjut hasll pengawasan 100% 100% 90% 78% 84% 85% 95.30% 81%
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KINERJA PELAYANAN SKPD tNSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2019 - 2023 )

No. Indikator Kineija Satuan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Target Realisasi
%

Capaian
Target Realisasi

%

Caoaian
Target Realisasi

%

Capaian
Target Realisasi

%

Capaian
Target Realisasi

%

Caoaian

1 Opini atas LKPD Pemprov Kaltim OpinI WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP WTP WTP

2
Jumlah Perangkat Daerah yang Berkineija
TInaal

2 80 Proses Peniiaian - 4 0 0 6 8 10

3
Persentase Capaian Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah

% 90 87 96,66 92 95 103,26 95 98 100

4 Level Mahiritas SPIP Pemda Kaltim Level 3 Proses Peniiaian - 3 3 100 3 3 4

5
Jumlah Perangkat Daerah Hasil EvaluasI SAKIP
Katagori > B

PD 29 28 96,56 31 29 93,55 33 34 36

8
Persentase Tingkat Penyelesaian TIndak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APiP

% 80 80 100 85 81 95,30 90 95 100

7
Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat
Predikat" Sangat Tinggi" dalam Evaluasi KPPD

Kab/Kota 5 8 160 6 6 100,00 6 6 7

8
Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP
Katagori" 8"

Kab/Kota 5 4 80 6 6 100,00 6 6 7

9
Persentase Penanganan Pengaduan
Masyarakat Yang Ditangani

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10
Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak
Lanjuti

% 80 62 77,50 85 65 76 90 95 100

11
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian
LHKPN dan LHKASN

% 60 58,71 97,85 65 85 130,77 70 75 80

12 Jumlah Peiaporan Gratifikasi Laporan 16 15 100 20 27 135,00 25 30 35

13 Hasil Survey Penilalan Integritas Pemda Skor 65

Masih dalam Proses

Laporan dari BPS dan
KPK

-
70 67,76 97 75 80 85

14
Perangkat Daerah yang dltetapkan sebagal Zl
Menuju WBK/WBBM

PD 1
Masih proses validasi
Kemen PAN-RB

- 1 1 100 1 1 1

15
Tenaga Fungsional Pengawasan yang
Bersertifikat

Orang SO 44 88 55 45 82 55 60 65

16 Level Kapabiiitas APIP inspektorat Level 3
Masih di validasi oleh

BPKP
- 3 3 100,00 3 3 4

17
Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan
Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)

Skor 80 Masih disurvey - 85 85 100 90 95 100

18
Unit Keija Perangkat Daerah yang Memiliki
Pelayanan Teoat Waktu

Unit 1 Masih disurvey
-

2 2 100 3 4 5



19
Persentase ASN yang memiliki Standar
KomDetensi

% 80 80 100 85 85 100 90 95 100

20 Nilai Akuntabilitas Kineria Perangkat Daerah Skor 76 78.84 103 78 78 100.00 80 81 82
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INSTANSI: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSIKAUMANTAN TIUUR.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD

NO. INDIKATOR*)
SPM/Standar

Nasional
IKK(PP«08)

Tarnet Realisael

Catalan AnalisisTahun

»)19

Tahun

2020

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun

2023

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS

1

2

Maturttas SPIP Pemda

Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi
-

Level 3

Levels

Level 3

Level 3

Levels

Level 3

Levels

Level 3

Levels

Level 3

Level 4

Level 4

Levels

Level 2

Levels

Levels

Level 3 sudah dlcapai pada tahun 2019

Level 3 banj dicapal pada tahun 2020
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USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

INSTANSI: INSPEKTORATDAERAH PROVINSIKAUUANTAN TmjR.

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI fndikator Kineija Besaran / Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1

1.1.

Pendampalngan dan AslstensI
Pendamplngan, Aslstansi, Verifikasi dan
Penllalan ReformasI Birokrasi

1.2.

a. Evaluasi dan Monitoring PMPRB pada
Pemda dan Perangkat Daerah

KoordlnasI, Monitoring dan Evaluasi
serta Verifikasi Pencegahan dan
Pembarantesan KorupsI

Sanmarinda,
Balikpapan

Skor / Nilai Hasil Evaluasi RB Pemda dan Perangkat
Daerah

Rp. 340.000.000.00

1 Pemda, dan 22 PD

a. Pembangunan Zona Integritas Samarinda Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zl Menuju
WBK/WBBM

Rp. 149.370.000,00

1 Perangkat Daerah

b. Aksi Pencegahan Korupsi Samarinda Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi Rp. 106.400.000,00

4 Kegiatan

0. Pengendaiian Gratifikasi dan Evaluasi
WBS serta Benturan Kepentingan Prov. Kaltim

Jumlah Laporan Gratifikasi dan WBS serta Benturan
Kepentingan Rp. 134.380.000,00

25 Laporan

d. Operasional SABERPUNGLI Prov. Kaltim Kegiatan Operasional Saberpungli Rp. 1.051.500.000,00

4 Kegiatan

e. Survey Penilaian Integritas Prov. Kaltim Hasil Survey Penilaian Integritas Rp. 165.550.000,00

Hasil Survey 70
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RUMU8AN RENCANA PROGRAM DAN KE6IATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

NO. Unisan / Bldang Unman Penwrintahan Daerah dan Program / Keglatan Indlkator KIneiJa ProgramlKeglatan/Sub Keglatan

Rencana Tahun 2021

Catatan

Panting

PraMraan Mahi Rencana Tahun 2022

LokasI
Target Capaian

Klnei^
Kefoutuhan Dana

/Pagu Indikadf (Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian
KIneijia

Kebutuhan Dana

/Pagulnd]katlf(Rp)

1 PROGRAM PENUNJANG URU8AN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PemenUao polayanan puUlk patto tugas dan fungsi
Inspektomt

Samarlnda 85% 25.482.472.880 APBD 95% 23.566.637.230

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl KIneila Perangkat Daerah JumkUi Dokumen Penneanaan, Penganggaran Oan
Monw Kineria n

Samarinda 12 Dokumen 363.753.770 12 Dokumen 316.317.850

1.a Koordinasi dan Pwmi8un»i Lanoran Canaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD Juml^ Laporan Capaian Kinerja yang dibuat Samarinda 12Laporan 363.753.770 12 Laporan 316.317.850

2 Adndntotrasi Keuanoan Peranokat Daerah Jumlah AtlaUnlstrBsI Keuangan Perangkat Daerah Samarinda 26 Laporan 17.78Z611.900 28Lanoran 17.70Z04a470

2.a Penvediaan Gail dan Tw^anoan ASN Tersediannya g^i d^ tur^angan ASN Samarinda 12Bulan 17.175.880.000 12 Bulan 17.175.860.000

2.b Penvediaan Administrasi Pelaksanaan Tuoas ASN Jumlah penoelolaan keuangan dan asset PD Samarinda 12Bulan 606.751.900 12 Bulan 528.180.470

3 Admlnlstraai Kepegawalan Perangkat Daerah Jumlah pegawai Perangkat Daerah Kal>/Kotadan

LuarProtrinsI

1220rang Z367.431.600 1220rang 3.35Z361.000

3.a Pengadaan Pakaian Dinas Beseita Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas dan Kslengkapannya yang diadakan Samarinda 216 5tel 165.390.000 216stel 420.570.000

3.b Pendidikan dan Pelataian Pegawai Berdasarksn Tugas dan Fungsi Jumlah Kegiatan Pelabhan SDM yang dilaksanakan Dalam Daer^ I

Luar Daerah

16 Kegiatan 3.202.041.600 20 Kegiatan 2.931.791.000

4 Admlnistiaal Umum Pwangkat Daerah Jumlah Pelayanan Umum Yang dilaksanakan
Perangkat Daerah

Samarinda 12 Laporan Z121.57Z040 12 Laporan 1.27&81&990

4.a Penyediaan Peralalan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Samarinda 38 Unit 1.982.962.100 20 Unit 416.360.000

4.b Penvediaan Bahan Loaistik Kantor Jumlah penvediaan bahan loolstik kantor SamariTKia 12bulan 203.864.500 12 bulan 206.428.850

4.C Penvediaan Barana Cetakan dan Penooandaan Jumlah dokumen cetakan dan pengandaan Samarinda 12 dokumen 112.495.440 12 dokumen 117.988.140

4.d Penyeloiggaraan Rapat Koordinasi dan Kbnsultasi SKPD Jumlah Kegiatan Koordinasi dan KonsuJtasI yang
dilaksanakan

Dalam Daerah/

Luar Daerah 28 kegiatan
822.250.000

28 kegiatan
536.040.000

6 PenverUaan Jasa Pcnunfano Unman Pemedntahan Daerah Jumlah Jasa penunkmg uruaan Pemerintah Daerah Samarinda 12LaDoran 647.71Z570 12 Laporan 694.421.180

5.a Penvediaan Jasa Surat Menvurat Jumlah iasa surat nwnvurat Samarinda 12bulan 40.000.000 12 bulan 40.000.000

5.b Penvediaan Jasa Komunlkasi. Sumber Dava Air dan Ustrik Jumlah iasa komunikasi, sund}er dava dan llstn°k Samarinda 12bulan 104.214.360 12 bulan 105.64Z640

5.C Penvediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor Jumlah pelavanan umum perfcantoran Samarinda 12bulan 503.499.210 12 bulan 548.778.540

6 Pemellharaan Barang Milik Daerah Penupjang Uruaan Pemeilntahan Daerah
Tetpellharanya Barang Mlllk Daerah Perangkat Daerah

Samarinda 30 unit 199.390.000 30 unit 224.679.740

6.a Penyediaan Jasa Pemellharaan, Blaya Pemellharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operaslonal atau Laoannan

Jumlah pemellharaan kendaraaan operasional Samarinda 18 unit 147.190.000 18 unit 172.487.100

6.b Pemellharaan Peralatan dan Mesin Lalnnya
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihaa

Samarinda 20 Unit 34.200.000 20 Unit 34.192.640

6.3 Pemeliharaan/Rehabilltasi Geduno Kantor dan Bangunan Lalnnva Jumlah pemellharaan gedung kantor Samarinda 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000

11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Peningkatan Kualltas Laporan Keuangan
Pemda sesual dengan Standar AkuntansI Pemerintah
(SAPt

DalamAuar

Daerah

85% 8.297.780.800 APBD 85% 13.094.203.070

1 Penvelenaoaraan Penoawasan Internal Jumlah Laporan Pengawasan Internal Samarinda 69 Laporan Z674.696.240 69 Laporan 4.171.078.000

l.a Penaawasan Kineria Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasll Penoawasan Kineria PD Samarinda 8 Laporan 214.684.000 8 Laporan 418.950.000

i.b Revlu Laporan Keuangan Jumlah laporan hasll revlu laporan keuangan Pemda dan
PD

Samarinda
20 Laporan

644.845.400 20 Laporan
815.488.000

1.C Pengawasan Umum dan T^ls Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasll Pengawasan Umum Pemda
Kab/Kota

Dalam Daerah
16 Laporan

1.130.602.440 16 Laporan
1.734.970.000

1.C Monit(Mlng dan Evaluasi Tindak Lar^ut Hasll Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lar^t Hasll
Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan Hasll Monev Tindak Lanjut BPK-RI dan
APIP

Dalam Daerah /

Luar Daerah
S Laporan

684.564.400
5 Laporan

1.201.670.000

2 Penyetenggaraan Pengawasan Dengan TitJuan Tertentu Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Samarinda 50 Laporan 5.62Z084.560 50 Laporan &923.12Z070

2.a Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

Samarinda 4 Laporan 202.400.000 12 Laporan 355.140.000

2.b Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tquan
Tertentu

Dalam Daerah /

Luar Daerah

80 Laporan
5.420.664.560

120Lapwan 6.567.985.070

III PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN. PENDAMPINGAN DAN A»STENSI Persentase menlngkatnya pencegahan KorupsI Kolusi
dan NepoOsme (KKW

Dalam dan Luar

daerah

85% Z281.480.320 APBD 85% Z349.160.000



NO. Unisan 1 Bidang Unisan Penwrlntahan Daerah dan Program / Keglatan Indlkator KIneija Program/KegiatanySub Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catalan

Renting

Prakiraan Malu Rencana Tahun 2022

Lokasi
Target Capalan

Kinei^
Kebutuhan Dana

/Pagu IndlkaW (Rp)
Sumber

Dana

Target Capalan
KIneiJa

KetHituhan Dana

/Paguln(Ekatlf(Rp)

1 Pendanqringan dan AslatensI Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan
RB

Oaiam Daerah 1

Luar Da^h

39 laporan 2.281.480.320 39 Laporan 2.3^.160.000

1.a Pendampingan, Asistensi, Verifikas!, dan Penilaian Reformasi Birokrasl Jumlah [.aporan Hasil Evaluasi Penilaian Refmmasi
BinArasi

Samarinda 8 Laporan 453.487.000 8 Laporan 528.140.000

1.b Kbordinasi, Monitoring dan Evaluasi seria Venfikasi Penoegahan dan Pemberantasan
Kbrupsi

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monev dan Venfikasi
PPK

Dalam Daerah /

Luar Daerah
32 Laporan

1.827.993.320 32 Laporan
1.823.020.000

Jumlah 36.081.734.000 39.010.000.300



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

IMSTASSl: OOPeKTORATOABlAHPftOmiSIKAimAHrANTnttJR.

NO

HAStL ANAUSIS KEBtmntAN

PROORAM/XEOIATAMSUB KE(»ATAN I^KAS) Indtkaior Klnai]a
Target
Capalan

Pagu IndlkaUf

(Rp)
NO PROGRAM/KEGIATAN LOXASl Indlkator lUneija

Target
Capstan

Pagu IndlkiUf

(Rp)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
1 PROGRAM PCNUfUANO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVmS)

Bamatlnda Mmantata paMyanan pctbOk pada drgaa dan ftmga/
bmnktont

S9% 28482472^80 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERMTAHAN OAERAH
PROVtNSl

Samarlnda ParaantaaapalayananputBlipada tugaa dan
tUrroat tnaoMdorat

93% 28482472480

1 Porancanoan, Pooganggaian. dan Evoluatl Kinoi]a Perangkat
Daonh

Samailnda JunMi Dekamtn Pmneinitn, ftanganggaran dan
Hoimr fOntria PO

12Dolcuman 383.763.770 1 Peraneanaan, Penganggaran, dan Evaluatl Klncrja Perangkat Samarlnda JattaahOolaananParanoanaan,Pattganggaran
dan Menaar Khrarla PO

12Dola>nwn 383.783770

1.0 KoordSnatl dan Ponyutunan Loponn Capaisn Ktoajo dan Ochtoiir
RealitatI Kbwrio SKPD

Samadnda

1

s

8

s

z

1

1

12 Laporan 383.753.770 l.a KoonSnati dan Panyutunan Laporan Capalan Klnarja dan Ikhtltar
RaelltatlianarlaSXPO

Samarlnda

Jumlah Laooran Capalan Nnaila vano dibuat

12 Laporan 383.783.770

2 Admlfllotraal Kauangan Parangkoi Oaanh Somartnda
Junria/I AdMn/ttTM/Kauaooan Partnokat Oaara/i

28 Laporan 17.782411400 2 Admlnlatraat Kauangan Perangkat Daarab Samarlnda
JumMhAdrMUraal Kauanoan ParanaUM Oaanh

26 Laporan 17.782411400

2.0 Poovodlsan OsH dan Tunlancan ASN Somartnda Tartadlannva oall dan tuntartoan ASN 12Butan 17.175.880.000 ?■ Panyodlaan (^k dan Tunlanoan ASN Samtrtnda Tartadlannva oaS dan tunlanoan ASN 12 Bulan 17.178.800.000

2,t? Pooyodlaan AdmWaboal Potaloanaan H«aa ASN Samadnda Jumlab oanoalataaa kauanoan dm attal PO 12Bulan 608.751.900 Panvadlaan Admlnlttrail Paliktanaan Tuoat ASN Samarlnda Jumlab Dannalolaan kauanoan dan ataat PO 12 Bulan 608 781.900

3 Adffllnlatraa) Kopagowalan Porongkat Daerah KabMotodan Jumte/i pagawal Farangkat Oaara/i 1220raag 3487431400 3 AdmlnlatratI Kepogawalan Perangkat Oaerah Kab/Kota dan Jumlah pagaaral Parangliat OaarMi 1220rang 3487431400

3.0 Pongadaan Pakaian DInos Batado Abibut Katangkapannya Samadnda Jumlab Pakaian Dinat dan Kalangkapannya yang
diadakan

2t6ttal 165.380.000 3.0 Pengadaan Pakaian DInat Bataita Abibut Kalangkapannya Samarlnda Jumlab Pakaian Dinat dan Kalangkapannya yang
diadakan

216tttl 185.390.000

3.b Pondldlkan dan Palablian Pogawal Bacdasaikan Tugaa dan Fungal Dalam Daarab/
Luar Daarab

Jumlab Keglatan Palabltan SDM yang dilaktanakan 16 Keglatan 3.202041.800 3.b Pondldlkan dan Palatlban Pogawal Bardatarkan Tugat dan Fungtl Dalam Daarab/
Luar Daarab

Jumlab Keglatan Palatlban SDM yang dilaktanakan 16 Kagiatan 3.202.041.600

4 Admlnlsiraal Umum Perangkat Daeroh Samarlnda JunOtli P4ltyan*n Umum Vang Mtkauakun
Pannuktt Oaanh

12 Laporan 3.121472,040 4 AdmlnlatratI Umum Perangkat Daereb Samarlnda Jumlab Pelayanan Umum Yang dSahaanakan
Pannahat Daarah

12 laporan 3.121.872040

4.0 Ponyadiaon Paralatan don Padangkapan Kantor Samadnda Jumlab Paralatan dan Padangkapan Kantar yang
diadakan 36 Unit

1.982.962.100
4.0 Penyadlaan Paralatan dan Porlongkapan Kantor Samarlnda Jumlab Paralatan dan Pertengkapan Kantar yang

diadakan
38 Unit

1.982082.100

l.tf Panvadlaan Bahan LocWtk Kantor Samadnda Jumlab oanvadlaan boban looltdk kantor 12 bulan 203.884.500 lb Panvadlaan Bahan Loolitlk Kantar Samarlnda Jumltb oanvadlaan baban loaltUk kantor 12 bulan 203.864.500

1,9 Panvadlaan Barano Catakan dan Panooandatn Samadnda Jumlab dokuman catakan dan oanoandaan 12 dokuman 112.495.440 4.C Panvadlaan Barano Catakan dan Panooandaan Samarlnda Jumlab dokuman catakan dan oanoandaan 12 dokuman 112.496440
4.d Ponyelanggaraan Ropat Koordlnatl dan KonauRaai SKPD Datam Daarab/

Luar Daarab
Jumlah Keglatan Koordlnatl dan Kontultatl yang
dilaktanakan

28 keglatan 822.250.000 4.d Ponyelanggaraan Repot Koordlnatl dan Kontultatl SKPD Dalam Daamb /
Luar Daarab

Jumlab Kagiatan Koordlnatl dan Kontultatl yang
dilaktanakan

28 kagiatan 822.250.000

S Penyadlaan Jau Pananjang Uiuaan PaoMttnlatian Daandi Samadnda
Jumlah Jaaa panunlana urusan Pamarintah Oaanh

12 Laporan 847.713470 8 Penyadlaan Jaaa Pcnunjang Uruaan Pamerirrtaban Daarab Samartnda
Jumlah Jaaa oanmdana uruaan Pamarhttah Daarah

12 Laporan 847.713470

Panvadlaan Jata Surat Manvwrrt Samadnda Jumlab lata turat manvural 12 bulan 40.000000 99 Penyadlaan Jaaa Surat Monvurat Samarlnda Jumlah lata turat manvural 12 bulan 40.000000

9.9 Panvadlaan data KomuNkail. Sumbar Davo Air dan Uatilk Samadnda Jumlah lata komunlkatl. tumbcr dava dan Uttrtk 12boltn 104.214380 5b Penvedlaon Jaaa Komunlkatl. Sumbar l}ova Air dan Uttrlk Samarlnda Jumlab lata komurUkail. sumbar dava dan kttrik 12 bulan 104214360

99 Panvadlatn Jaaa Patavanan Umum Kantar Samadnda Jumlab Ddavanan umum oadcantoran 12buttn 503.499210 99 Ponyadiaon Jaaa Palavanan Umum Kantor Samarlnda Jumlab oolavanan umum oarksntoran 12bultn 503499.210

e Pomalliiaiaan Baraog MlBk Oaaroh Panunjang Untaan Pemorlntal Somartnda
TarpaBhannfa Banna MM Oaanh Pannaliat Daarah

30unH 199490400 6 Pemellbanan Barang Mlllk Daarab Penunjang Uiuaan Samarlnda Ta/paShanoyaBanngMaiiOaanhParangkal
Daarah

30 unit 199490400

O.o Panyodlaan Jaaa PemaMuraan, Biayo Pamaeiaraan, Pplak dan
Partzinan Kondanan Dinaa Ooaratlonal atau Laaanoan

Samadnda Jumlab pamaPiaraan kandaraaan operailona] IB unit 147.190.000 8.a Panyodlaan Jaaa PamaMiaraan, Blaya Pamalbaraan, Pajak dan
Partzinan Kondataan DInat Ooaratlonal atau Laoanoan

Samarlnda Jumlab pomelSiarBan kandaraaan operational IBunll 147.190.000

e.b Pamaibaroan Paralatan dan Matin lotnnya Samadnda Jumlab Paralatan dan Padangkapan Kantor yang
dMIhara

20 Unit 34.200.000 e.b Pcmaliharaan Paralatan dan Metki Labmya Samarlnda Jumlab Paratatan dan Pertengkapan Kantor yang
rfiDaOiara

20UnS 34.200.000

9i? Pama(hoTaaiVRaHabfBtatl Gaduno Kantar dan Banounon Ijinnva Samadnda Jumlah Damabbaraan oaduno kantor 12 bulan 18.000000 9? Pomallbaraan/RabablHtatl Oaduno Kantor dan Banounan Lalnnva Samartnda Jumlah aamalBiaraan oaduno kantor 12 bulan 18000.000

u PROGRAM PENYEIXNGGARAAN PENGAWA8AN Dalaffl/Uiar
Daarah

Penarrtaie Panlngkatan KuatBaa Lapcran Kauangan
Pamdaaaaual dengan Standar/UumtanalPemarlntab
ISAPl

6S« 8497.780400 It PROGRAM PENYELENGQARAAN PENGAWASAN Oatamnjiar
Die rib

Paraantaio Paotagkatan Kualltaa Laporan
Kauangan Pamda aasual dtngan Staodar

88% 8497.780400

1 Panvlanooaraan Panoawaain Intomat Somartnda Jumlab Laooran Panoawattn Intamal SO Laooran 2874498440 1 Samarlnda Jumlab Laooran Panoawatan Intamal 69 Laooran 2.674498.240

l.ti Panoaivaaan Klnaeta Pamartntati Daarab Samadnda Jumlab Laooran Httil Panoawatan lOnarta PD 8Laooran 214.684.000 1,9 Panoawatan Kmarta Pomorlntth Daarab Samtrtnda Jumlah Laooran HatH Panotwaian lOnarta PD SLaooran 214 684.000
l.b Revlu Loporon Kauangan Samartnda Jumlab biporan batfl ravbi laporan kauangan Pemda dan

PO
20 Laporan 844.845.400 1.b Revlu Laporan Kauangan Samarlnda Jumlab laporan batfl ravlu liporan ktusngtn Pamda

danPD
20 Laporan 044.848.400

1.C Pangawsian Umum dan Taknit KabupatanlKota Dalam Daarab Jumlah Laporan Hatll Pangawatan Umum Pomda
Kab/Kota

18 Laporan 1.130.602440 1.0 Pangawatan Umum dan Taknit Kabupatan/Kota Dalam Daarah Jumlab Lapcran Hatfl Pangawatan Umum Pomda
KablKota

18 Laporan 1.130602.440

I.e Monltcrtng dan Evahtatl Tlndak Lepjul Hatil Pameciksaan BPK Rl
dan Tlndak lanlut HaaH Pamadkaaan APIP

Dalam Daarab/
Luar Daarab

Jumlab Laporan Hatll Monav Tlndak Lanjut BPK-RI dan
APIP

5Laporan
884.584.400

1.0 Monltaring dan Evaluatl Tlndak Lartjul Hatn Pemarlktaan BPK Rl
dan Tlndak Lanlut Hatk PamarUcuan APIP

Datam [>aerab/
Luar Daarah

Jumlah Laporan Hatfl Monav Tlndak tomjul BPKRI
dan APIP

8Laporan
884 584 400

2 Panyalanggaraaa Pengowaaon Oengan Tujuan Tartantu Somartnda JunOah Laporan Pengaaraaan Oangan TUluan Tartantu SO Laporan 8.623484480 2 Penyelenggaraan Pengawaaan Dengan Tujuan Tertenta Samartnda Jumlah Laporan Pangawaaan Oangan TUIuan
Tartantu

80 Laporan 3823484460

2.0 Partangonon Panyalatoian Karuglan Nagara/Daarali Samadnda Jumlab Laporan Pananganan Panyaleialan Karuglan
NaoararOaarab

4Laporan 202.400.000 2a Panonganon Ponyeletaian Karuglan Nagaro/Daerob Samartnda Jumlab Laporan Pananganan Panyeletalsn Karuglan
Naoara/Dasrah

4 Laporan 202.400.000

2 b Pangowoton Oangan Tu^an Tartantu Dalam Daarab/
Luar Daarab

Jumlab Laporan HatH Pamarlkiaan tlongan Tujuan
Tartantu

SO Laporan
5.420.884.580

2b Pangawatan Dengan Tujuan Tartanhr Dalam Daarah /
Luar Daarah

Jumlab Laporan Haall Pamartktain Dtngan Tujuan
Tartantu

60 Laporan
8.420.684660

III PROGRAM PERUMU8AN KEBMAKAN, PENDAMPtNQAN OAN AS Dalam dan
luar daarah

ParwantaaamanlngkatnyaparKagahanKorupalKalual
danNaootltmaaUOO

6S« 2481.480420 III PROGRAM PERUMU8AN KEBMAKAN, PENDAMPINGAN OAN
A8ISTEN8I

Dalam dan
Luar daarab

Paraantaaa manlngkatnya pancagahan Kartgal
KalualdanNaootlamalKIWl

88% 2481480420

1 Pandamplngan dan Aalatanal Dalam Daarab /
Luar Daarab

Jumlab Laporan Pandamplngan dan Aslttantl
Pelaktanaan R3

39 Laporan 2481.480420 1 Pandamplngan dan Aalatantl Dalam Daarab /
LuarDaarab

Jumlah Lapcran Pandamplngan dan Ailttanti
Petaksanaan RB

39 Laporan 2481480420

1.0 Pandamplngan. Aalatantl, VartllkatI, dan Panilalon Rafbimaii
Birokrati

Samadnda Jumlah Laporan Hatll Evaluatl Panilalan Ralormatl
Birokrati

8 Laporan 453.487.000 I.e Pandamplngan, Atltteml, VerHlkatl, dan Panilalan RalOrmotl
Birokrati

Samarlnda Jumlah Laporan Hatll Evaluatl Panilalan Rafotmati
Birokrati

8 laporan 453.487.000

l.b Koordlnatl, Monltodng dan Evaluail aarta Vartllkati Pancagaban dan
Pambarantaaan Korustl

Dalam Daarab /
Luar Daarab

Jumlab Laporan Hatd Koordlnatl, Monov dan Vortllkail
PPK

32 Laporan 1.827.993320 l.b Koordlnatl, Monitoring dan Evaluatl latto Vartllkoal Pancagaban
dan Pambarantatan KoruotI

Dalam Daarab/
Luar Daarab

Jumlah Laporan Hatfl KoordhiatL Monav dan
VamikaiiPPK

32 Laporan 1.827.993.320

Jumlah Jumlah 36481.734400
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